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ABSTRAK 

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang 

dikenal dan diakui dunia. Di Kabupaten Gunungkidul terdapat salah 

satu motif yang terkenal yaitu motif batik Manding. Motif batik 

tersebut menggambarkan tentang  suatu desa yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul yaitu Desa Kepek. Namun sampai saat ini motif batik 

tersebut belum tercatat dalam Hak Cipta. Mengingat perkembangan 

dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang di tandai dengan 

kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transpotasi 

yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sebagai 

berasal dari produk kekayaan intelektual manusia salah satunya yaitu 

karya cipta yang semakin meningkat. Berbagai upaya Pemerintah 

Indonesia dilakukan untuk menggalakkan perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual salah satunya dengan membenahi aturan 

hukum dibidang hak cipta agar dapat mencegah terjadinya 

pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari 

Pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan 

motif batik yang belum tercatat di Kabupaten Gunungkidul.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Bahan 

primer dari penelitian ini diperoleh langsung dengan cara wawancara 

penyusun kepada beberapa narasumber yang terkait dengan objek 

penelitian. Penelitian ini memiliki sifat deskripti analitik, yaitu 

penelitian yang datanya diperoleh dengan cara mendeskripsikan 

masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penggalian data 

kemudian dijelaskan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif batik Manding 

dapat dikategorikan dalam perlindungan HKI karena motif tersebut 

sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan yaitu, adanya 

ornamen utama; ornamen isian; dan ornamen pengisi bidang. Adapun 

beberapa upaya dan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah 

khususnya dalam rangka perlindungan motif batik di Kabupaten 

Gunungkidul yang belum tercatat yaitu dengan mendirikan suatu 

lembaga independen yang bernama Dewan Kerajinan Nasional 

(Dekranas) yang ada ditingkat nasional serta Dewan Kerajinan 
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Nasional Daerah (Dekranasda) yang berada ditingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah dalam 

melestarikan, mengembangkan dan untuk memfasilitasi kepada 

pengrajin untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang 

lingkup merek, desain, hak cipta, dan indikasi geografis yang 

tentunya dalam hal ini yang dilindungi adalah ciptaan motif batik 

Manding yang dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Gunungkidul. 

Namun ada beberapa hambatan yang dialami oleh para 

pencipta/pengrajin batik untuk mencatatkan karya ciptanya antara 

lain: kurangnya pengetahuan di bidang hak cipta; kurangnya 

kesadaran hukum; dan kemampuan keuangan. Sehingga perlu adanya 

perhatian yang lebih lagi dari Pemerintah khusunya dalam bidang 

hak cipta. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Upaya, Pencatatan Hak Cipta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Segala benda yang ada di sekitar kita terutama di dalam 

rumah, dapat dipastikan terdapat perabot seperti meja, kursi, 

tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam 

dinding, pakaian, jam tangan, telivisi, hiasan dinding, piring, 

gelas dan sebagainya.
1
 Sebagaimana diketahui untuk 

menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal mudah 

dilakukan seseorang. Oleh karena itu orang lain diwajibkan 

menghormatinya dan hal ini merupakan kebutuhan yang tidak 

boleh dilalaikan begitu saja.
2
 Maka dari itu agar suatu karya 

dihormati dan tidak disepelekan begitu saja, perlulah kehadiran 

hukum kekayan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual yang 

biasa dikenal dengan HKI secara umum merupakan segala hal 

yang berhubungan dengan pelindungan kreatifitas serta daya 

cipta manusia. 

Menurut hukum perdata, hak milik harus dihormati dan 

dilindungi dari usaha-usaha pengambilan dan/atau pemakaian 

tanpa hak oleh pihak lain, terlebih bila mengandung nilai 

ekonomis yang dapat memberikan keuntungan materil maupun 

immateril, baik bagi sektor industri, perdagangan, pemerintah dan 

masyarakat. Masyarakat telah dapat menyaksikan dan merasakan 

                                                           
1
 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 1.  
2
 Ibid, hlm. 2. 
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manfaat dari suatu ciptaan dan penemuan melalui dihasilkannya 

barang-barang dan memiliki teknologi yang semakin canggih.
3
 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
 

Hak milik intelektual, merupakan pengakuan dan 

penghargaan pada seorang atau badan hukum atas penemuan atau 

ciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus, 

baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kalau ditelusuri lagi 

secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua (2) 

jenis hak, yakni hak moral (moral right) dan hak ekonomis 

(economis right).
5
 Indonesia merupakan negara yang memiliki 

kekayaan yang berlimpah, baik dari sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki 

Indonesia juga termasuk di dalamnya karya-karya budaya anak 

bangsa. Karya intelektual warisan budaya yang telah dihasilkan 

berabad-abad lamanya, tidak mudah untuk menemukan pencipta 

aslinya bahkan terkadang tidak diketahui siapa pencipta yang 

sesungguhnya padahal sebenarnya hal ini merupakan aset budaya 

bangsa. 

                                                           
3
 Maringan Lumbanraja, Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas, 

(Universitas Diponegoro, Semarang, 2000), hlm. 2. 
4 Undang-undang  No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 

(1). 
5 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudi,  Hak Kekayaan Intelektual 

dan Kebudayaan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  2004), hlm. 3. 



3 

 

Munculnya ketidakadilan yang dirasakan negara-negara 

berkembang terjadi karena pengetahuan tradisional bangsa-

bangsa berkembang itu tidak mendapat perlindungan 

sebagaimana kekayaan intelektual dinegara maju. Sementara itu 

negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi 

kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di 

negara-negara berkembang dengan menekan negara negara ini 

untuk melindungi HKI mereka.
6
 Hak cipta merupakan cabang 

penting dari HKI, hak cipta mewakili dari esensi perlindungan 

terhadap hak atas seniman, budayawan, pengarang, pelukis dan 

sebagainya atas suatu karya, seperti yang diatur dalam Undang-

undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani persetujuan 

pembentukan organisasi perdagangan dunia World Trade 

Organization dan Agreement on Trade Related Aspects on 

Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) yang termasuk 

didalamnya perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan terkait 

dengan Hak Kekayaan Intelektual, diratifikasi oleh Indonesia 

melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia. Beberapa peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual 

                                                           
6
 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan 

Tradisional, (Jakarta: PT. Alumni, 2010), hlm. 35. 
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telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

pasca TRIPs Agreement.
7
 

Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam 

undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya 

mencakup karya seni batik atau karya motif lain. Salah satu 

warisan budaya Indonesia yang terkenal adalah kerajinan seni 

batik. Batik secara temurun telah melekat dan mendarah daging 

menjadi suatu kekayaan intelektual khas Indonesia. Beberapa 

motif batik dulunya dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan 

sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai 

oleh keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik tradisional pada 

umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan tehnik 

produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri 

khas ragam hias batik dari daerah Solo yang menciptakan suatu 

ragam hias dengan kesan dan harapan yang tulus dan luhur 

semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan sipemakai. 

Sementara batik modern mencerminkan berntuk motif, fungsi dan 

tehnik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.
8
 

United Nation Educational and Social Cultural 

Organization (UNESCO) telah mengukuhkan batik Indonesia 

                                                           
7
 Afrillyanna Purba, Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional 

berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, (Bandung: PT. 

Alumni, 2009), hlm. 11. 
8
 Afrillyanna Purba, dkk, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian 

Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia,  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2005),  hlm. 5. 
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sebagai warisan kemanusiaan untuk “Budaya Lisan dan 

Nonbendawi” (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage 

of Humanity), peninggalan budaya dunia dari Indonesia pada 

tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi.
9
 Pengukuhan UNESCO 

ini menjadi suatu kebanggaan dan sekaligus tantangan bagi 

bangsa Indonesia. Pengukuhan UNESCO ini menjadi tantangan 

bagi Indonesia untuk terus berupaya melestarikan batik dan 

mampu meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, 

sekaligus juga kesejahteraan para perajin batik ini sendiri. Selain 

itu, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap batik 

Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Sehubungan dengan 

pengukuhan UNESCO tersebut, pemerintah Indonesia juga telah 

menerbitkan suatu sertifikasi batik melalui Departemen 

Perindustrian yang diberi nama batikmark. Batikmark 

diperkenalkan oleh Departemen Perindustrian melalui Peraturan 

Menteri Perindustrian RI No. 74/M-IND/PER/9/2007.
10

 

Karya kerajinan batik dari masyarakat Indonesia banyak 

yang belum mendapatkan penghormatan yang layak, sehingga 

hanya golongan pengusaha tertentu yang mendaftarkan 

produknya dan mencatatkan hak ciptanya. Sementara itu, masih 

banyak motif batik yang belum terakomodir, khususnya batik 

yang telah menjadi public domein karena sudah ada di tengah-

                                                           
9
 https://www.ensiklopediaindonesia.com/3436/batik-khasnya-indonesia/ 

akses 15 Maret 2019. 
10

 Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 

Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan BatikMark “batik 

INDONESIA” pada batik buatan Indonesia. 

https://www.ensiklopediaindonesia.com/3436/batik-khasnya-indonesia/
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tengah masyarakat sejak dulu. Public domein inilah yang kerap 

didaftarkan orang lain dan hak ciptanya diakui oleh orang yang 

tidak berhak. Hal ini jelas sangat merugikan hasil kekayaan 

intelektual masyarakat Indonesia sendiri. Pengertian public 

domein (hak cipta rakyat) dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia adalah hak milik bersama yang dipunyai masyarakat 

terhadap hasil penemuannya.
11

 

Meskipun upaya pemerintah dalam melindungi batik buatan 

Indonesia telah digalakkan baik membantu pencipta melalui 

pencatatan HKI di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

dan sertifikasi batikmark namun pembajakan atas motif seni batik 

masih terjadi. Selanjutnya di era perdagangan bebas, salah satu 

dampak negatifnya adalah maraknya produk identik atau bajakan, 

hal inilah yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum 

masyarakat untuk menghargai hak cipta sebagai hak eksklusif 

seorang pencipta belum sepenuhnya tercapai. Selain itu dengan 

kemajuan teknologi, proses membuat batik yang menggunakan 

tangan dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat batik 

berkualitas bagus dengan zat pewarna alami seperti batik tulis 

dan batik cap sekarang mulai terpinggirkan dengan hadirnya batik 

printing atau tekstil bermotif batik. Kerugian yang dialami 

pencipta batik tidak hanya berhenti disitu, belum lagi pembajakan 

batik Indonesia oleh produsen luar negeri serta produk batik 

buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identitas apa pun, 

                                                           
11

 Tim Ganeca Sains Bandung, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

(Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hlm. 147. 



7 

 

sehingga sampai di negara tujuan, produk tersebut kemudian 

diakui sebagai produk negara lain. 

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terkenal 

dengan industri tekstil dan produk tekstilnya, terutama pada 

bidang perbatikan. Sementara itu di Kabupaten Gunungkidul 

sendiri terdapat berbagai jenis motif batik yang sudah memiliki 

sertifikat HKI yaitu: Sekar Jagat, Walang Kencono Jati, dan 

Walang Sinanding Jati. Motif ini masuk dalam hak cipta dengan 

tipe motif batik tradisional. Namun masih banyak motif kreasi 

baru serta desain yang belum mendapatkan sertifikat karena motif 

batik tersebut belum tercatat. Dalam hal perlindungan hukum 

terhadap ciptaan motif batik yang sudah tercatat sudah sangat 

jelas. Namun bagi motif batik yang belum tercatat masih belum 

jelas. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hukum 

terhadap ciptaan motif yang belum tercatat perlu adanya 

perhatiaan dari pemerintah setempat dengan melakukan berbagai 

upaya agar kelestarian motif batik dengan ciri khas tertentu tetap 

dapat dilestarikan dan mendapat perlindungan hukum secara 

menyeluruh. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok 

masalah yang akan diteliti atau dikaji dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah motif batik yang belum tercatat di Gunungkidul dapat 

dikategorikan ke dalam perlindungan HKI? 
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2. Bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Ditjen HKI 

terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui motif batik di Gunungkidul termasuk 

dalam kategori perlindungan HKI. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta 

terhadap ciptaan motif batik khas Gunungkidul. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu: 

a. Dari segi praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka 

mengetahui perlindungan hukum terhadap ciptaan motif 

batik khas Gunungkidul. 

b. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian diharapkan 

memberi manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI). 

 

D. Telaah Pustaka 

Romadhoni Feby Indriani dalam skripsinya yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon 

Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan 
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Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon” membahas tentang 

peranan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta dalam melindungi batik khas Cirebon, dengan adanya 

perlindungan hukum hak cipta batik menjadikan sarana 

peningkatan pendapatan asli Daerah Cirebon, dan peranan serta 

upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Cirebon itu sendiri 

guna melindungi karya seni batik Cirebon.
12

 Perbedaan antara 

penelitian penulis dengan Romadhoni Feby Indriani yang 

pertama adalah sifat penelitian Romadhoni Feby Indriani bersifat 

yuridis normatif sementara penelitian penulis bersifat yuridis 

empiris. Kedua, bahwa objek kajian penelitian penulis dengan 

Romadhoni Feby Indriani yaitu penyusun lebih memfokuskan 

pembahasan terhadap upaya Ditjen HKI dalam rangka 

perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum 

tercatat, sementara Romadhoni Feby Indriani fokus terhadap 

aspek perlindungan hukum dan ekonomi dengan upaya 

menjadikan batik sebagai produk unggulan pendapatan asli 

daerah Kabupaten Cirebon. 

Hanifatus Solichah dalam tesisnya yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas 

Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional 

Yogyakarta)” membahas tentang bentuk pelindungan hukum 

yang tepat terhadap batik Tradisional Yogyakarta dan langkah 

                                                           
12

 Romadhoni Feby Indriani,“Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik 

Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk 

Unggulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon”, Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016. 
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hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi Batik Tradisional 

Yogyakarta sebagai produk khas berbasis pengetahuan tradisional 

berdasarkan ketentuan Hak Cipta dan Indikasi Geografis. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

mengkaji ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual berupa 

Hak Cipta dan Indikasi Geografis dalam melindungi Batik 

Tradisional Yogyakarta dengan mengkaji aturan perundang-

undangan yang terkait.
13

 Perbedaan antara penelitian penulis 

dengan Hanifatus Solichah yang pertama adalah sifat penelitian 

Hanifatus Solichah bersifat yuridis normatif sementara penelitian 

penulis bersifat yuridis empiris. Kedua, objek penelitian penulis 

lebih memfokuskan pada  upaya Ditjen HKI dalam rangka 

perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum 

tercatat, sementara Hanifatus Solichah fokus terhadap 

perlindungan hukum terhadap produk-produk batik tradisional 

khas berdasarkan nama kawasan di wilayah Yogyakarta. 

Rindia Fanny Kusumaningtyas dalam tesisnya yang 

berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai 

Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik 

Tradisional Kraton Surakarta)” membahas tentang bagaimana 

perlindungan hak cipta atas motif batik tradisional Kraton 

Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (folklore) yang 

tidak  diketahui siapa penciptanya dilindungi berdasarkan Pasal 

                                                           
13

 Hanifatus Solichah, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk 

Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional 

Yogyakarta)”, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, 2017. 
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10 ayat (2) UUHC Tahun 2002. Dikarenakan UUHC masih 

mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan 

konsekuen guna melindungi folklore, oleh karena itu diperlukan 

adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini 

diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat 

untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah 

terjadinya kepunahan warisan budaya itu.
14

 Perbedaan antara 

penelitian penulis dengan Rindia Fanny Kusumaningtyas bahwa 

objek penelitian penulis lebih memfokuskan pembahasan 

terhadap upaya Ditjen HKI dalam rangka perlindungan hukum 

terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat yang 

berlandaskan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, sedangkan Rindia Fanny Kusumaningtyas terfokus 

pada perlindungan hak cipta atas motif batik sebagai warisan 

budaya bangsa yang berlandaskan Undang-undang No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat 

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 

                                                           
14

 Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif 

Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik 

Tradisional Kraton Surakarta)”, Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro 

Semarang, 2009.  
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ketentuan hukum dari kesewenangan.
15

 Perlindungan Hukum 

menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif 

dan represif.
16

 Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif 

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.
17

 

Pada hakikatnya, hak cipta merupakan hak yang dimiliki 

pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya 

cipta yang telah diciptakannya.
18

 Hak cipta dianggap sebagai 

hak kebendaan yang tidak berwujud dan dapat dialihkan 

kepemilikannya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, 

dan lisensi. Selain itu, hak cipta juga dianggap benda 

bergerak, yang tidak dapat disita keucali jika hak tersebut 

diperoleh dengan melawan hukum.
19

 Hak adalah sesuatu yang 

layak bagi setiap orang dan secara eksklusif dimiliki oleh 

seseorang. Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, 
                                                           

15
 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 

(Surabaya: PT. Bina, 1987), hlm. 5. 
16

 Ibid, hlm. 2. 
17

 Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas 

Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan 

Intelektual”, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 

18. 
18

 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga 

Manajemen Kolektif, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm.74. 
19

 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2011), hlm. 50-51. 
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meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh 

benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (zaak) dan 

perikatan (verbintenis).
20

 Harta kekayaan adalah benda milik 

seseorang yang memiliki nilai ekonomi.
21

 

2. Teori Legitimasi 

Teori ini dikemukakan oleh Paul Scholten, yang 

menyatakan bahwa penguasaan benda itu bukan hak milik 

(eigendom). Penguasaan benda tidak sama dengan hak milik, 

penguasaan benda hanya berfungsi “mengesahkan” orang 

yang menguasai benda itu sebagai pemilik.
22

 Teori tersebut 

berkaitan dengan KUH Perdata Pasal 1977 (bezit geldt als 

volkomen titel). Menurut Teori ini penguasaan (bezit) itu 

mengesahkan (melegitimasi) hak milik. Fungsi prosesualnya 

ialah, bahwa siapa yang dalam proses tentang hak milik benda 

tidak atas nama, dapat menunjukkan penguasaannya (bezit) 

atas benda tersebut, dibebaskan dari pembuktian. Hal ini 

menyangkut perlindungan kepentingan orang yang menguasai 

barang.
23

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Van Apeldoorn (terjemahan), Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1973), hlm. 63-71. 
21

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung: Citra 

Adithya Bhakti, 1994), hlm. 10. 
22

 Ibid, hlm. 170. 
23

 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan 

dan Kaidah Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 57. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya 

penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Metodologis 

artinya sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. 

Konsisten artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 

suatu kerangka tertentu.
24

 Untuk mempermudah penulisan ini, 

adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah 

penelitian lapangan (field research),
25

 yaitu penelitian yang 

datanya diperoleh langsung dengan cara wawancara penyusun 

kepada beberapa narasumber yang terkait dengan objek 

penelitian, yang kemudian didukung dengan literatur berupa 

buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan 

langsung dengan objek yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa 

fenomena, praktek dan kebiasaan sosial yang terjadi di dalam 

                                                           
24

  Soejono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: UI Press, 

2010), hlm. 42. 
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Aneka Cipta,1998), hlm. 11.  
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masyarakat.
26

 Kemudian dilakukan analitik terhadap pokok 

masalah yang sudah ditentukan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penyusun menggunakan tipe penelitian yuridis-empiris, 

dalam penelitian ini yang berarti dalam menganalisis 

permasalahan pendekatan dilakukan dengan cara melihat 

sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.
27

 Dari 

perolehan data primer tersebut kemudian dipadukan dengan 

bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia kantor wilayah Yogyakarta dan di rumah pencipta 

motif batik di Kabupaten Gunungkidul. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung 

penyususn kepada narasumber dari Kementerian Hukum 

dan HAM dan narasumber dari motif pencipta batik di 

Kabupaten Gunungkidul. 

 

 

 

                                                           
26

 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 

1985), hlm. 19. 
27

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), hlm. 105.  
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b. Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

objek penelitian yaitu Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang 

Hak Cipta dan Peraturan Perundang-undangan lainnya 

yang terkait dengan penelitian ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa 

buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang 

hukum baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, 

jurnal, makalah dan bahan hukum lain yang terkait 

dengan objek penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan melakukan interaksi dan 

komunikasi berupa tanya jawab secara langsung kepada 

narasumber atau informan dengan menggunakan daftar 
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pertanyaan yang disusun secara bebas berkaitan dengan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

b. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi 

Teknik tersebut merupakan suatu model pengumpulan 

data dengan cara membaca atau mempelajari dari buku, 

peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Observasi 

Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan 

dan pencatatan terhadap keadaan yang diselidiki. 

Penyusun melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung untuk mengumpulkan data tentang gambaran 

umum dan keadaan di lokasi penelitian. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diimplementasikan.
28

 Penyusun 

menggunakan metode deskriptif analitis, selanjutny penyusun 

melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana 

penyusun skripsi dengan cara menunjukan urutan secara logis 

hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika 

dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

                                                           
28

 Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, 

(Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.   
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Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang 

memuat secara rinci yakni latar belakang masalah yang akan 

diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian serta kegunaan. Rumusan masalah 

berisi gambaran mengenai apa yang menjadikan pokok 

permasalahan. Selanjutnya adalah telaah pustaka yakni yang 

membedakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian 

data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka teoritik. 

Untuk dasar melakukan penelitian menggunakan metode 

penelitian. Selanjutnya sistematika pembahasan yang menjelaskan 

gambaran secara umum bab yang akan dibahas. 

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum tentang 

HKI dan perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-

undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. 

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum seni batik di 

Indonesia. 

Bab keempat, berisi tentang analisis tentang perlindungan 

yang dilakukan oleh Dirjen HKI terhadap ciptaan motif batik 

yang belum tercatat, analisis penelitian antara teori dengan yang 

ada di lapangan yaitu dari literatur pustaka dengan data-data yang 

diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. 

Bab kelima, dalam bab ini yakni penutup yang meliputi 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

telah diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai 

masukan terkait dengan penelitian ini untuk memberikan hazanah 

keilmuan baru dalam bidang ilmu hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Motif batik Gunungkidul dapat dikategorikan dalam 

perlindungan HKI. Motif batik yang dimaksud yaitu motif 

batik Manding yang belum tercatat dalam Hak Cipta. Motif 

tersebut dapat dikategorikan dalam Kekayaan Intelektual 

karena pada motif batik Manding sudah memenuhi kriteria 

yang ada pada unsur-unsur terbentuknya sebuah motif batik. 

Unsur-unsur utama terbentuknya motif batik yaitu: Adanya 

Ornamen Utama/Pokok; Ornamen Isian (Isen-isen); Ornamen 

Pengisi Bidang. Kemudian ada unsur yang mendukung yaitu: 

Adanya Titik, Garis, Bidang, dan Warna. Kriteria yang 

terdapat pada motif batik Manding mempunyai perbedaan 

dengan motif batik lainnya sehingga motif batik Manding 

pantas mendapatkan perlindungan HKI. 

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam 

memberikan perlindungan terhadap ciptaan motif batik yang 

belum tercatat yaitu dengan mendirikan suatu lembaga 

independen yang bernama Dewan Kerajinan Nasional 

(Dekranas) yang ada ditingkat nasional serta Dewan 

Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang berada 

ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga tersebut 
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berfungsi sebagai wadah dalam melestarikan, mengembangkan 

dan untuk memfasilitasi kepada pengrajin untuk perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup merek, 

desain, hak cipta, dan indikasi geografis yang tentunya dalam 

hal ini yang dilindungi adalah ciptaan motif batik Manding 

yang dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Gunungkidul. 

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Ditjen HKI 

dalam rangka perlindungan hukum yaitu sebagai berikut: 

a. Kemudahan dalam proses pencatatan hak cipta khususnya 

pengrajin/pengusaha tradisional batik akan lebih senang 

apabila proses pencatatannya tidak berbelit-belit dan biaya 

yang dikeluarkan untuk mencatatkan tidak mahal. 

b. Penyediaan tempat yang terjangkau untuk pencatatan HKI 

diupayakan oleh Pemerintah melalui Kanwil 

Kemenkumham di setiap daerah yang letaknya strategi 

dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. 

c. Dilengkapinya fasilitas dari kepentingan pencatatan akan 

lebih mendukung kecepatan dan profesionalisme 

pelayanan dalam kinerja di lingkungan tempat 

pendaftaran HKI. 

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pencipta/ 

pengrajin batik untuk melindungi karya ciptanya yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pencipta/ 

pengrajin batik di bidang hak cipta 

b. Sasaran sosialisasi yang kurang tepat 
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c. Terpusatnya sistem pendaftaran 

d. Kurangnya kesadaran hukum 

e. Minimnya kemampuan keuangan 

 

B. Saran-saran 

Berkaitan dengan kesimpulan yang di uraikan di atas maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu digalakkannya penyuluhan-penyuluhan dikalangan para 

pengrajin/pengusaha batik mengenai pentingnya dilakukannya 

pencatatan Hak Cipta atas hasil karya ciptaannya dan lebih 

meningkatkan sosialiasasi dan pelayanan fasilitas dan kinerja 

pengurusan pencatatan Hak Cipta bagi kepentingan 

masyarakatnya. 

2. Sebaiknya, pemerintah mempermudah proses pencatatan dan 

biaya pencatatan yang terjangkau terutama bagi para 

pengrajin/pengusaha batik tradisional. 

3. Sebaiknya, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan menambah bantuan dana khusus kepada 

masyarakat kecil khususnya kalangan menengah kebawah 

yang memiliki karya cipta intelektual tapi tidak memiliki 

kemampuan finansial untuk melindungi karya cipta 

intelektualnya. 
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